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PENDAHULUAN  

 

Pembangunan pada akhir dasa warsa ini daerah-daerah telah tumbuh 

dengan sangat pesat dengan ditandai oleh tiga hal. Pertama, jumlah 

pengangguran dan setengah menganggur yang besar dan semakin 

meningkat. Kedua, proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri di 

kota hampir tidak dapat bertambah dan malahan mungkin berkurang. Ketiga, 

jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya sudah begitu pesat sehingga 

pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan, 

dan transportasi yang memadai. Ketiga hal tersebut menjadi ciri khas dari 

setiap kota yang mengalami pertumbuhan kegiatan ekonomi dengan cepat. 

Studi yang dilakukan oleh Todaro (2000), dikatakan bahwa sektor informal 

pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik seperti sangat 

bervariasinya bidang kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-

unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak 

menggunakan tenaga kerja (padat karya), dan teknologi yang dipakai relatif 

sederhana. Para pekerja yang menciptakan sendiri lapangan kerjanya di 

sektor UMKM biasanya tidak memiliki pendidikan formal. Pada umumnya 

mereka tidak mempunyai ketrampilan khusus dan sangat kekurangan modal 

kerja. Oleh sebab itu, produktivitasnya dan pendapatan mereka cenderung 

lebih rendah daripada kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Selain itu, mereka 

yang berada di sektor tersebut juga tidak memiliki jaminan keselamatan kerja 

dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan seperti yang dinikmati rekan-rekan 

mereka di sektor lain. 

 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat 

besar dalam memajukan perekonomian Indonesia (Susilo dkk, 2008). Selain 

sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam 

mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di 

saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam 

mengembangkan usahanya. Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada 

pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM 



 

merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya 

berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan 

bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal 

sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat 

pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga 

kerja Indonesia yang masih mengganggur. Selain itu UMKM telah 

berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara 

Indonesia. 

UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. karena 

tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal 

investasinya yang kecil, UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan 

menjawab kondisi pasar yang terus berubah (Sopanah, 2010). Hal ini 

membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal. 

UMKM justru mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang, misalnya 

untuk melakukan produksi yang bersifat substitusi impor dan meningkatkan 

pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Karena itu, pengembangan UMKM 

dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan 

struktural, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka 

panjang yang stabil dan berkesinambungan. 

Suhendar (2010), mengatakan bahwa kemampuan UMKM untuk 

bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun di pasar 

ekspor, sangat ditentukan oleh dua kondisi utama yang perlu dipenuhi. 

Pertama, lingkungan internal UMKM yang kondusif, mencakup aspek kualitas 

SDM, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem 

manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan 

pihak luar, dan tingkat kewirausahaan (entrepreneurship). Kedua, lingkungan 

eksternal harus juga kondusif, yang terkait dengan kebijakan pemerintah, 

aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-

kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan 

perubahan ekonomi global.  Selain kedua kondisi tersebut, strategi 

pemberdayaan UMKM untuk dapat memasuki pasar global menjadi sangat 

penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup UMKM. Namun dalam 

perkembangannya, UMKM memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, 

diantaranya keterbatasan mengakses informasi pasar, keterbatasan 

jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja, dan keterbatasan mengakses 

lokasi usaha yang strategis (Tambunan, 2012). Untuk itu diperlukan upaya 



 

 

untuk meningkatkan akses UMKM pada informasi pasar, lokasi usaha dan 

jejaring usaha agar produktivitas dan daya saingnya meningkat.  

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang cukup besar 

dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat 

setiap tahunnya. Menjelang akhir tahun 2004 telah disepakati oleh negara-

negara di Asia termasuk Indonesia untuk mempercepat 2 tahun perdagangan 

bebas di wilayah Asia. Konsekuensi logis dari komitmen tersebut adalah 

bahwa semua negara yang ikut serta dalam kesepakatan tersebut harus 

mengikuti aturan-aturan main yang disepakati dalam perdagangan bebas 

tersebut. Masalahnya adalah apakah kita sudah siap untuk menghadapi 

kondisi tersebut? Jika tidak/belum kenapa ikut menyepakati. Jika ya, sektor 

dan subsektor serta komoditi yang dapat diandalkan untuk mengisi kegiatan 

perdagangan bebas tersebut. Kemudian kegiatan usaha dengan klasifikasi 

dan kualifikasi usaha seperti apa yang kemungkinan dapat ikut secara aktif 

dalam perdagangan bebas tersebut. 

Tentang komoditi yang kemungkinan berpeluang untuk dapat secara 

aktif diperdagangkan pada pasar regional/global yang kompetitif tersebut, 

tampaknya tidak ada pilihan, kecuali yang mempunyai keunggulan 

komparatif (comparative advantages) (Suherman, 2004). Komoditi tersebut 

terutama berasal dari sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan dan 

sektor kelautan khususnya subsektor perikanan serta sektor industri 

khususnya subsektor industri pengolahan dan industri kecil. Kemudian, 

kualifikasi usaha yang mempunyai peluang untuk dapat mengembangkan 

usahanya sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia 

adalah kegiatan usaha yang mempunyai pengalaman/catatan (track record) 

yang baik terutama selama sepuluh tahun terakhir. Selanjutnya atas dasar 

pengalaman terutama di masa krisis tujuh tahun terakhir, pilihan untuk 

memprioritaskan kegiatan usaha (pengusaha) dengan skala usaha kecil dan 

menengah (UMKM) adalah merupakan pilihan yang cukup bijaksana. Oleh 

karena itu, yang penting adalah bagaimana mencermati kemungkinan yang 

dapat terjadi dalam kegiatan ekonomi dunia, regional dan di Indonesia sendiri 

dalam kurun 5 tahun ke depan. Bagaimana peluangnya bagi UMKM, untuk 

dapat mengembangkan kegiatan usahanya pada pasar yang kompetitif, 

sehingga disamping dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas usahanya 

juga dapat menopang secara kuat perekonomian Indonesia. 



 

Kegagalan pola pembangunan ekonomi yang bertumpu pada 

konglomerasi usaha besar telah mendorong para perencana ekonomi untuk 

mengalihkan upaya pembangunan dengan bertumpu pada pemberdayaan 

pengusaha kecil. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan 

kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan 

terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, 

serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi 

(Tabel 1). Secara riil UMKM juga sebagai sektor usaha yang paling besar 

kontribusinya terhadap pembangunan nasional, terbukti telah 

menyumbangkan pemasukan yang cukup besar bagi PDB Indonesia. Selain 

itu, UMKM juga mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi 

tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam mengurangi 

jumlah pengangguran. 
 

Tabel 1. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)  

2012-2013 

No Indikator 2012 2013 
Perkembangan 

Tahun 2012-2013 

1.  Usaha Mikro 

(UMi) 
55.856.176 57.189.393 1.333.217 

2.  Usaha Kecil (UK) 629.418 654.222 24.803 

3.  Usaha 

Menengah (UM) 
48.997 52.106 3.110 

4.  Mikro, Kecil, 

Menengah 

(UMKM) 

56.534.592 57.895.721 1.361.129 

Sumber: Departemen Koperasi, 2016 

Namun dalam perkembangannya, UMKM memiliki keterbatasan dalam 

berbagai hal, diantaranya keterbatasan mengakses informasi pasar, 

keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja, dan keterbatasan 

mengakses lokasi usaha yang strategis. Untuk itu diperlukan upaya untuk 

meningkatkan akses UMKM pada informasi pasar, lokasi usaha dan jejaring 

usaha agar produktivitas dan daya saingnya meningkat. Sehingga dituntut 

adanya peran dan partisipasi bebagai pihak terutama pemerintah daerah dan 

kalangan perguruan tinggi untuk membantu dan memfasilitasi akses 



 

 

informasi bagi para UMKM yang sebagian besar berada di daerah pedesaan 

atau kota-kota kecil. Melalui tulisan ini penulis mencoba memaparkan 

kontribusi dan upaya mengembangkan UMKM dalam menghadapi pasar 

persaingan regional dan global dan kontribusinya dalam pendapatan 

nasional. 
 

KONDISI UMUM UMKM DI INDONESIA SAAT INI 

Pemberdayaan UMKM dan Koperasi merupakan langkah yang strategis 

dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari 

sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan 

kerja dan mengurangi kesenjangan serta tingkat kemiskinan. Dengan 

demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis 

dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi 

(Bappenas, 2006): (1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka 

kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha 

disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung 

usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif 

sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi 

sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan 

kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah 

(UMKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di 

sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus 

keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang 

secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif 

terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. 

Perkembangan peran UMKM yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit 

usaha dan pengusaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, 

dan penyediaan lapangan kerja. Pada tahun 2006 - 2010, persentase jumlah 

UMKM sebesar 99,9 persen dari seluruh unit usaha. Dan persentase 

perkembangan jumlah unit usaha UMKM tahun 2006-2010 sebesar 9,68 

persen atau 4.695.062 unit untuk Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK) yang 

terdiri 100.999 unit usaha atau 21,37 persen dan jumlah usaha menengah 

sebanyak 5.868 unit usaha atau 15,96 persen. Sedangkan perkembangan dari 

Usaha Besar periode 2006-2010 hanya sebesar 5,69 persen. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan Gambar.1. berikut: 
 



 

  

Sumber : Departemen Koperasi (www.depkop.go.id) 

Gambar 1. Perkembangan Usaha UMKM dan Usaha Besar Tahun 2006-2010. 

 

UMKM telah menyerap lebih dari 107,6 juta tenaga kerja atau 97,16 

persen dari jumlah tenaga kerja pada tahun 2012 dan  lebih dari 114,1 juta 

tenaga kerja atau 96,99 persen dari jumlah tenaga kerja pada tahun 2013, 

dengan jumlah UMKM diperkirakan telah melampaui 56 juta unit. Jumlah 

tenaga kerja ini meningkat rata-rata sebesar 6,20 persen per tahunnya dari 

posisi tahun 2006 - 2013.  
 

Tabel 2. Penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah 
(UMKM) 2012-2013 

 

No Indikator 2012 2013 
Perkembangan 

Tahun 2012-2013 

1.  Usaha Mikro (UMi) 99.859.517 104.624.466 4.764.949 

2.  Usaha Kecil (UK) 4.535.970 5.570.231 1.034.262 

3.  Usaha Menengah (UM) 3.262.023 3.949.385 687.363 

4.  Mikro, Kecil, Menengah 

(UMKM) 

107.657.509 114.144.082 6.486.573 

5.  Usaha Besar (UB) 3.150.645 3.537.162 386.517 

Sumber: Departemen Koperasi, 2016 



 

 

Kontribusi UMKM dalam PDB atas dasar harga konstan pada tahun 2007 

adalah sebesar 58,44 persen dari total PDB nasional. Kemudian tahun 2008 

menjadi 58,35 persen, dan pada akhir tahun 2010 menjadi 57,83 pesen. Jika 

dilihat trend kontribusi UMKM dalam PDB memang mengalami penurunan, 

akan tetapi jumlahnya masih dominan. 

 

 

Sumber : Departemen Koperasi, 2016  (www.depkop.go.id)  

Gambar 2. Kontribusi UMKM terhadap PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 
2006-2013 

 

Berbagai hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 

pemberdayaan koperasi dan UMKM, antara lain ditunjukkan oleh 

tersusunnya berbagai rancangan peraturan perundangan, antara lain RUU 

tentang penjaminan kredit UMKM dan RUU tentang subkontrak, RUU tentang 

perkreditan perbankan bagi UMKM, RPP tentang KSP, tersusunnya konsep 

pembentukan biro informasi kredit Indonesia, berkembangnya pelaksanaan 

unit pelayanan satu atap di berbagai kabupaten/kota dan terbentuknya 

forum lintas pelaku pemberdayaan UMKM di daerah, terselenggaranya 

bantuan sertifikasi hak atas tanah kepada lebih dari 40 ribu pengusaha mikro 

dan kecil di 24 propinsi, berkembangnya jaringan layanan pengembangan 

usaha oleh BDS providers di daerah disertai terbentuknya asosiasi BDS 

providers Indonesia, meningkatnya kemampuan permodalan sekitar 1.500 

unit KSP/USP di 416 kabupaten/kota termasuk KSP di sektor agribisnis, 
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terbentuknya pusat promosi produk koperasi dan UMKM, serta 

dikembangkannya sistem insentif pengembangan UMKM berorientasi ekspor 

dan berbasis teknologi di bidang agroindustri (Bappenas, 2006). Hasil-hasil 

tersebut, telah mendorong peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap 

perluasan penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan 

pemerataan peningkatan pendapatan.  

 

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI UMKM 

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, antara lain 

meliputi (Suhendar, 2010): 

A. Faktor Internal 

2. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan 

 Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk 

mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, 

oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan 

usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang 

mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, 

sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan 

lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan 

teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan 

yang menjadi hambatan terbesar bagi UMKM adalah adanya 

ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UMKM memiliki 

harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. 

Terkait dengan hal ini, UMKM juga menjumpai kesulitan dalam 

hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup 

familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang 

disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap 

akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari 

mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, 

masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila 

memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UMKM, antara lain 

kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas 

tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.  

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

 Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan 

merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan 

kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun 



 

 

pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap 

manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit 

untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan 

keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit 

untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk 

meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. 

3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar 

 Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, 

mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan 

penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan 

jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang 

kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai 

jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang 

dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. 

4. Mentalitas Pengusaha UMKM  

 Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap 

pembahasan mengenai UMKM, yaitu semangat entrepreneurship 

para pengusaha UMKM itu sendiri. Semangat yang dimaksud disini, 

antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau 

berkorban serta semangat ingin mengambil risiko. Suasana 

pedesaan yang menjadi latar belakang dari UMKM seringkali 

memiliki andil juga dalam membentuk kinerja.  

5. Kurangnya Transparansi 

 Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UMKM 

tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan 

jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak 

yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini 

menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam 

mengembangkan usahanya. 
 

B. Faktor Eksternal 

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif 

 Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dari 

tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya 

dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan Produk Domestik 

Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan 

pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan 



 

menengah melalui pembentukan modal tetap brutto (investasi). 

Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan 

acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UMKM serta 

menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah 

dilaksanakan pada tahun sebelumnya. 

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan 

UMKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun 

dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain 

masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-

pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha 

besar. 

Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM adalah mendapatkan 

perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali 

terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan 

biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang 

lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian 

Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UMKM 

tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar. 

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha 

 Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana 

yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang 

mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. 

Selain itu, tak jarang UMKM kesulitan dalam memperoleh tempat 

untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya 

harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis. 

3. Pungutan Liar 

 Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan 

liar menjadi salah satu kendala juga bagi UMKM karena menambah 

pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali 

namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu 

atau setiap bulan. 

4. Implikasi Otonomi Daerah 

 Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 

Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk 

mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem 



 

 

ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan 

menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada 

UMKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan 

menurunkan daya saing UMKM. Disamping itu, semangat 

kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang 

kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan 

usahanya di daerah tersebut.  

5. Implikasi Perdagangan Bebas 

 Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 

dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan 

menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, 

mau tidak mau UMKM dituntut untuk melakukan proses produksi 

dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang 

sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti 

isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi 

Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan 

secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff 

Barrier for Trade). Untuk itu, UMKM perlu mempersiapkan diri agar 

mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun 

keunggulan kompetitif. 

6. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek 

 Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik 

sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajian dengan ketahanan 

yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan 

UMKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama. 

7. Terbatasnya Akses Pasar 

 Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan 

tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional 

maupun internasional. 

8. Terbatasnya Akses Informasi 

 Selain akses pembiayaan, UMKM juga menemui kesulitan dalam hal 

akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh 

UMKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi 

dari produk ataupun jasa dari unit usaha UMKM dengan produk lain 

dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk 

dan jasa sebagai hasil dari UMKM untuk menembus pasar ekspor. 

Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial 



 

untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur 

ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya 

beredar di pasar domestik. 
 

Berbagai permasalahan mikro yang terdapat pada kebanyakan UMKM, 

dapat menghambat UMKM untuk dapat berkembang dengan baik, terutama 

dalam mengoptimalkan peluang yang ada. Kondisi tersebut memberikan 

isyarat bahwa UMKM sepantasnya diberikan bantuan sesuai dengan 

kebutuhannya. Bagi keperluan pengembangan usaha UMKM di masa 

mendatang, diperlukan adanya bantuan layanan bisnis dari lembaga swasta, 

lembaga pemerintah dan individu sesuai dengan kekurangan masing-masing 

UMKM. Hasil penelitian kerjasama Kementerian KUMKM dengan BPS (2003) 

menginformasikan bahwa jenis layanan yang paling banyak diharapkan dari 

lembaga pelayanan bisnis (LPB) atau business development services provider 

(BDSP) adalah: fasilitasi permodalan, fasilitasi perluasan pemasaran, fasilitasi 

jasa informasi, fasilitasi pengembangan desain produk, organisasi dan 

manajemen, fasilitasi penyusunan proposal pengembangan usaha, fasilitasi 

pengembangan teknologi.  

Penelitian yang dilakukan Gofur Ahmad (2004) terhadap UMKM yang 

berusaha di bidang pengrajin garmen yang berlokasi di Sentra Warung Buncit, 

diantaranya menyebutkan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan oleh 

pengrajin adalah adanya bantuan modal berupa kredit lunak, agar mereka 

dapat mengembangkan usaha mereka di bidang garmen. Sementara untuk 

menanggulangi kekurangan modal tersebut, mereka mengatakan tidak tahu 

secara persis kepada siapa atau lembaga mana mereka harus mencari 

bantuan modalnya. Di satu sisi UMKM pada umumnya sangat memerlukan 

bantuan permodalan bagi pengembangan usahanya, tetapi di lain sisi 

perbankan dan mungkin juga perorangan masih kelebihan dana. Walaupun 

secara makro penyaluran kredit bagi UMKM terus meningkat dalam lima 

tahun terakhir ini, ternyata peningkatan terbesar masih berada pada kredit 

konsumsi. Peningkatan kredit perbankan untuk UMKM khususnya bagi 

keperluan tambahan modal kerja dan investasi masih jauh lebih kecil bila 

dibandingkan dengan kredit konsumsi.  

Kementerian Koperasi dan UMKM telah mencanangkan beberapa 

pendekatan utama untuk melaksanakan pembangunan koperasi dan UMKM 

di Indonesia, yaitu (Sriyana, 2010): 
 



 

 

1. Strategi Pengembangan Lingkungan Usaha yang Kondusif 

 Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dimaksudkan untuk meningkatkan 

daya saing KUMKM dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, 

menghilangkan biaya ekonomi tinggi, serta menjamin adanya 

mekanisme pasar yang sehat. Kebijakan pengembangan lingkungan 

usaha yang kondusif bagi KUMKM tidak berada pada suatu instansi 

tertentu, dan cenderung tersebar pada berbagai instansi. Untuk itu, 

koordinasi dan sinergi dengan instansi lain untuk menumbuhkan iklim 

berusaha yang kondusif bagi KUMKM. 

 Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif memerlukan adanya 

landasan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan 

pelaksanaannya yang memungkinkan KUMKM bersaing secara sehat 

dengan pelaku usaha lainnya. Pengembangan lingkungan usaha memiliki 

spektrum yang luas dan mencakup kebijakan politik, hukum, ekonomi 

makro, kerjasama internasional dan kebijakan pembangunan daerah, 

serta perijinan yang bersifat lintas sektoral. Kementerian Koperasi dan 

UMKM dapat mendorong lahirnya kebijakan dan peraturan perundang-

undangan yang pro pengembangan KUMKM. 
 

2. Strategi Peningkatan Akses KUMKM ke Sumberdaya Produktif 

 Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif memerlukan adanya 

landasan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan 

pelaksanaannya yang memungkinkan KUMKM bersaing secara sehat 

dengan pelaku usaha lainnya. Pengembangan lingkungan usaha memiliki 

spektrum yang luas dan mencakup kebijakan politik, hukum, ekonomi 

makro, kerjasama internasional dan kebijakan pembangunan daerah, 

serta perijinan yang bersifat lintas sektoral. Kementerian Koperasi dan 

UMKM dapat mendorong lahirnya kebijakan dan peraturan perundang-

undangan yang pro pengembangan KUMKM. 

 Kementerian Koperasi dan UMKM dapat mendorong upaya peningkatan 

akses KUMKM kepada sumber-sumber permodalan dan pembiayaan, 

peningkatan akses pasar, akses teknologi, dan akses informasi. 

Mempertimbangkan jumlah KUMKM yang sangat besar, maka demi 

efektivitas pembangunan KUMKM ditempuh melalui pendekatan sentra 

disertai pengembangan pasar BDS (jasa pengembangan bisnis) di 

Indonesia. 



 

 3. Strategi Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUMKM 

 Kewirausahaan merupakan faktor produksi terpenting untuk 

meningkatkan daya saing KUMKM dan daya saing ekonomi nasional. 

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

diperlukan tambahan 6 juta unit usaha baru yang berbasis pengetahuan 

dan teknologi selama 5 tahun mendatang. Untuk itu, Kementerian 

Koperasi dan UMKM mengembangkan kebijakan untuk menumbuhkan 

wirausaha baru, mengembangkan sistem insentif untuk peningkatan 

kewirausahaan KUMKM yang ada, pengembangan KUMKM yang 

berkeunggulan kompetitif dan berbasis teknologi, serta pengembangan 

kebijakan produksi bersih. 
 

4. Strategi Pemantapan Kelembagaan Koperasi 

 Pengembangan koperasi sejati merupakan salah satu wahana untuk 

mewujudkan adanya demokrasi ekonomi di Indonesia. Untuk itu, perlu 

upaya menyempurnakan Undang-undang Perkoperasian, meningkatkan 

administrasi dan pengawasan badan hukum koperasi, pemberian 

bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, serta perlindungan kepada 

koperasi, dan perlindungan publik terhadap kegiatan usaha koperasi. 

Strategi pemantapan kelembagaan koperasi diharapkan dapat 

menumbuh-kembangkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas dan 

mampu memberikan layanan yang baik kepada lebih dari 20 juta 

anggotanya. 
 

5. Strategi Peningkatan Sinergi dan Peran Partisipasi Masyarakat 

 Sinergi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi 

merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Strategi peningkatan 

sinergi dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan pendekatan 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembangunan KUMKM; peningkatan kapasitas institusi 

pembina dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

KUMKM; dan pengembangan kelembagaan UMKM. 
 

 

 

 

 



 

 

PENUTUP 

REKOMENDASI STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM 
 

Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang 

ekonomi, berikut beberapa pilihan strategi yang dilakukan dalam 

pemberdayaan UMKM, yaitu: 

1. Kemudahan dalam Akses Permodalan 

 Salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM adalah aspek 

permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, 

kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju 

perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha 

mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab 

tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab 

itu dalam pemberdayaan UMKM pemecahan dalam aspek modal ini 

penting dan memang harus dilakukan. 

 Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas UMKM ini, Perbankan 

harus menjadikan sektor ini sebagai pilar terpenting perekonomian 

negeri. Bank diharapkan tidak lagi hanya memburu perusahaan-

perusahaan yang telah mapan, tetapi juga menjadi pelopor untuk 

mengembangkan potensi perekonomian dengan menumbuhkan 

wirausahawan melalui dukungan akses permodalan bagi pengembangan 

wirausaha baru di sektor UMKM. Perbankan harus meningkatkan 

kompetensinya dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah dengan 

memberikan solusi total mulai dari menjaring wiraushawan baru 

potensial, membinanya hingga menumbuhkannya. Pemberian kredit 

inilah satu mata rantai dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil 

Menengah secara utuh. 

2. Bantuan Pembangunan Prasarana 

 Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, 

tidak memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak 

dapat dipasarkan, atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang 

amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha 

pemberdayaan UMKM adalah pembangunan prasarana produksi dan 

pemasaran. 

3. Pengembangan Skala Usaha 

4. Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha. 



 

 Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan 

berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub 

kontrak maupun pengembangan kluster. 

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi setiap usaha 

termasuk juga di sektor usaha kecil. Keberhasilan industri skala kecil 

untuk menembus pasar global atau menghadapi produk-produk impor di 

pasar domestik ditentukan oleh kemampuan pelaku-pelaku dalam 

industri kecil tersebut untuk mengembangkan produk-produk usahanya 

sehingga tetap dapat eksis. Kelemahan utama pengembangan usaha 

kecil menengah di Indonesia adalah karena kurangnya ketrampilan 

sumber daya manusia. Oleh karena itu dalam pengembangan usaha kecil 

menengah, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik 

dalam aspek kewiraswastaan, administrasi dan pengetahuan serta 

ketrampilan dalam pengembangan usaha. Peningkatan kualitas SDM 

dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan dan pelatihan, 

seminar dan lokakarya, on the job training, pemagangan dan kerja sama 

usaha. Selain itu, salah satu bentuk pengembangan sumber daya 

manusia di sektor UMKM adalah Pendampingan. Pendampingan UMKM 

memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah 

memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk 

penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun 

usaha menengah dengan usaha besar. 

6. Peningkatan Akses Teknologi 

7. Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif. 

 ersoalan yang selama ini terjadi iklim bisnis kurang kondusif dalam 

menunjang perkembangan usaha seperti terlihat dengan masih 

rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum dan berbagai 

peraturan daerah yang tidak pro bisnis merupakan bukti adanya iklim 

yang kurang kondusif. Oleh karena perbaikan iklim bisnis yang lebih 

kondusif dengan melakukan reformasi dan deregulasi perijinan bagi 

UMKM merupakan salah satu strategi yang tepat untuk mengembangkan 

UMKM. Dalam hal ini perlu ada upaya untuk memfasilitasi 

terselenggaranaya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat 

dalam persaingan dan nondiskriminatif bagi keberlangsungan dan 

peningkatan kinerja UMKM. Selain itu perlu ada tindakan untuk 

melakukan penghapusan berbagai pungutan yang tidak tepat, 



 

 

keterpaduan kebijakan lintas sektoral, serta pengawasan dan pembelaan 

terhadap praktek-praktek persaingan usahah yang tidak sehat dan 

didukung penyempurnaan perundang-undangan serta pengembangan 

kelembagaan. 

8. Payung hukum 

 Pemberian payung hukum ditujukan untuk memberikan jaminan dan 

pengakuan dari pemerintah daerah mengenai bentuk dan jenis 

komoditas yang bisa dikategorikan sebagai unggulan. Status unggulan 

disini bisa membuat adanya konsentrasi dan perlakuan yang khusus 

terhadap produk tertentu. Diharapkan dengan adanya paying hukum 

yang diakui oleh pemerintah dan pihak yang berkompeten dapat 

membantu para pelaku UMKM untuk meningkatkan hasil dan kualitas 

produk tersebut, atau mampu menghasilkan produk yang mempunyai 

nilai jual tinggi 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Daftar Pustaka 
 

Bappenas. 2006. Upaya Pemberdayakan UMKM. www.bappenas.go.id. 

Diunduh Tanggal 22 September 2017. 

Gofur Ahmad. 2004. Analisis Potensi Usaha pengrajin Sentra Industri Kecil 

Garmen. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Program Magister Manajemen 

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Jakarta. 

Kuncoro, Mudrajat. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Penerbit 

Erlangga, Jakarta. 

Michael P Todaro dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi: Edisi 

Sembilan. Penerbit Erlangga. Jakarta. 

Sopanah. 2010. Peran dan Permasalahan Usaha Mikro. http://siap-

bos.blogspot.com/2009/05/peran-dan-permasalahan-usaha-

mikro.html. Diunduh Tanggal 22 Oktober 2017. 

Sriyana, Jaka. 2010.  Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah 

(UMKM): Studi Kasus Di Kabupaten Bantul Paper pada Simposium 

Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif 

Sulaeman, Suhendar. 2004. Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah 

Dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global. Infokop Nomor 25 Tahun 

XX. 

Suparmako. 2001. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan 

Daerah. Yogyakarta: Andi Offset 

Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan (Problematika dan Pendekatan). 

Jakarta: Salemba Empat 

Suryana. 2001. Kewirausahaan. Jakarta: Salemba Empat 

Susilo, S.Y., dan Krisnadewara, P.D. 2007. “Strategi Bertahan Industri Kecil 

Pascagempa Bumi di Yogyakarta”, Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 2, Juni 

2007, hal. 127 – 146 

http://www.bappenas.go.id/
http://siap-bos.blogspot.com/2009/05/peran-dan-permasalahan-usaha-mikro.html
http://siap-bos.blogspot.com/2009/05/peran-dan-permasalahan-usaha-mikro.html
http://siap-bos.blogspot.com/2009/05/peran-dan-permasalahan-usaha-mikro.html


 

 

Susilo, S.Y., Krisnadewara, P.D., dan Soeroso, A.,. 2008. ”Masalah dan Kinerja 

Industri kecil Pascagempa: Kasus di Kabupaten Klaten (Jateng) dan 

Kabupaten Bantul (DIY)”, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen, Vol. 15 

No. 2, Agustus 2008, hal. 271 – 280 

Tambunan, Tulus .2000. Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia, 

Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya 

Tambunan, Tulus. 2003. Perkembangan UMKM dalam Era AFTA: Peluang, 

Tantangan, Permasalahan dan Alternatif Solusinya. Paper Diskusi pada 

Yayasan Indonesia Forum. 

Tambunan, Tulus. 2012, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-

Isu Penting. LP3ES 

Tarigan, Y.P., dan Sri Susilo, Y. 2008. “Masalah dan Kinerja Industri Kecil 

Pascagempa: Kasus Pada Industri Kerajinan Perak Kotagede Yogyakarta”, 

Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, Vol. 8 No. 2, Mei 2008, hal. 188 – 

199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


